BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
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Nomor . 046 /Bawaslu/VII/2014 Kepada Yth.
Sifat . Segera Ketua Bawaslu Provinsi
Lampiran : di-
Perihal . Persiapan PHPU Pemilu Seluruh Indonesia

Presiden dan Wakil Presiden.

SURAT EDARAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang
mengamanatkan agar Bawaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta menindaklanjuti Rapat Koordinasi
Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi sesuai lingkup wilayah
tugasnya untuk:

a. melakukan inventarisasi data hasil pengawasan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014,

b. menyiapkan dokumen-dokumen terkait persoalan pada saat
rekapitulasi di tingkat PPS sampai pada tingkat Provinsi;

c. menyiapkan dokumen-dokumen terkait rekomendasi pada tahapan
pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS, PPK,
Kabupaten/Kota, dan Provinsi;

d. menyampaikan keterangan tertulis/laporan tentang data hasil
pengawasan dan penanganan pelanggaran dimaksud kepada Bawaslu
pada kesempatan pertama.

2. Keterangan tertulis/laporan tentang data hasil pengawasan dan
penanganan pelanggaran dimaksud disusun sesuai dengan Peraturan
Bawaslu No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Bagi
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Petunjuk Teknis Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden disampaikan kepada Ketua Bawaslu cq. Kepala Biro
Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal paling lambat pada tanggal 25
Juli 2014 dan softcopy melalui email bawasluhukum@gmail.com.

3. Bawaslu RI akan melakukan evaluasi kepada Bawaslu Provinsi yang tidak
mempersiapkan keterangan tertulis/laporan PHPU Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
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